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INTISARI

Penulisan ini dengan latar belakang bahwa Kota Sawahlunto
mempunyai kedudukan yang strategisPenuIisan ini bertujuan untuk
mengetahui produksi sertipikat melalui bekas tanah adat yang
dikonversi menjadi hak milik sejak tahun 1998 sampai dengan tahun
2001 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pensertipikatan
tanah dan jawaban responden mengenai sumber daya manusia, sarana
prasarana dan pemanfaatan teknologi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik
dan analisanya mengunakan diskriptif kualitatif yang berupa
penggambaran mengenai produksi sertipikat dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya- dalam pelayanan. Untuk mengetahui pandangan
responden digunakan analisa kualitatif dan kuantitatif.Analisa
kuantitatif ditentukan dengan mengunakan skor terhadap jawaban
responden, untuk analisa kulitatif dengan mengunakan posestase.

Produksi sertipikat adalah jumlah dari hasil akhir dalam
proses pelayanan di bidang pertanahan. Produksi sertipikat selalu
meningkat. Dalam pelaksanan pekerjaan selalu terdapat tunggakan
pekerjaan, hal ini di pengaruhi dalam pemberian pelayanan
pensertipikatan tanah. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya
manusia, sarana prasarana, sertya pemanfaatan teknologi. Sumber daya
manusia antara Iain usia produktif, pangkat dan golongan serta kursus-
kursus pertanahan yang mendukung dalam pemberian pelayanan
tersebut. Jumlah pegawai pada seksi pemgukuran dan pendaftaran tanah
yang 7 orang. Di samping sumber daya manusia juga didukung oleh
adanya sarana dan prasarana yang tersedia (77,14 %) meskipun masih
ada kekurangan sebesar (22,86 %). Ditinjau dari pemenfaatan teknologi
ditemui sebanyak 82,142 % dan sisinya sebesar 27,856 % masih secara
manual. Pada akhirnya untuk mempercepat tercapainya tertib
administrasi pertanahan dalam rangka peningkatan pelayanan
pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto dengan
cara,penambahan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas,
sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi yang ada harus
dimanfaatkan secara maksimal dan diadakannya penyuluhan-
penyuluhan kepada masyarakat bekerja sama dengan KAN dan kepala
desa.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai sumber daya alam, merupakan suatu karunia Tuhan

Yang Maha Esa yang mempunyai arti sangat penting, dan tidak dapat

dipisahkan dalam tata kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan tanah

merupakan hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi karena manusia itu

dilahirkan sampai dengan akhir hayatnya pasti akan berhubungan dengan

tanah.

Adanya hubungan manusia tersebut akan menimbulkan berbagai

masalah dalam pemanfaatan, penggunaan, pemilikan dan penguasaannya, jika

tidak ditangani secara serius dan bijaksana. Oleh sebab itu Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan kepada negara untuk

mewujudkan cara pemanfaatan, penggunaan dan pemilikan tanah bagi

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penjabaran lebih lanjut tersebut dapat ditemui dalam Undang-

Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Pasal 2 UUPA tersebut

menyebutkan bahwa bumi (tanah), air dan mang angkasa serta kekayaan alam

i • i -i . t i • -i



untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan pebuatan-pebuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang

angkasa dalam wilayah Republik Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pertanahan maka dengan di bentuknya Badan Pertanahan Nasional melalui

Surat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 mengenai Badan

Pertanahanan Nasional sebagai Lembaga Non Departemen yang bertugas

membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi

pertanahan. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor ll/KBPN/1989 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pertanahan Nasional, kemudian untuk Tingkat Provinsi dan

Kabupaten atau Kota diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan Nasional di Kabupaten atau Kota,

yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan

penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta

pengukuran dan pendaftaran tanah. Untuk mengefektifkan tugas pelayanan

yang dilakukan oleh kantor pertanahan kepada masyarakat maka dikeluarkan

Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sumatera Barat Nomor 120/548/BPN-1999 Tahun 1999 tentang pelayanan

bidang pertanahan di laksanakan di Kantor Pertanahan melalui sistem loket.



Nasional. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

1989 diganti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6

Tahun 2001 tentang Organisasi,.Terakhir dikelurkannya Keputusan Presiden

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen

yang kemudian diubah dengan KEPPRES Nomor 3 Tahun 2002.

Khususnya mengenai pelayanan di bidang pendaftaran tanah diatur

dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian

hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia menumt ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut adalah Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang

sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah secara terns menems, berkesinambungan dan teratur, meliputi

pengumpulan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan

data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang

-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun

serta hak-hak tertentu yang membebaninya.



UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas

satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pensertipikatan tanah

merupakan suatu proses penyelesaian pekerjaan yang dimulai dari masuknya

berkas oleh pemohon sampai dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Penyelesaian pekerjaan tersebut tentunya melalui serangkaian kegiatan dan

prosedur atau tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997, dalam pelaksanaan tentunya akan dipengamhi oleh

faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian suatu kegiatan

pensertipikatan tanah. Faktor-faktor tesebut antara lain sumber daya manusia

sebagai pelaksana, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi,

peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah (secara interen),

masyarakat, KAN dan instansi lain lain seperti Kantor Desa (secara eksteren).

Faktor sumberdaya manusia itu dapat tercermin pada sikap dan

perilaku disiplin, karena mempunyai dampak terhadap keberhasilan dan tujuan

yang telah direncanakan. Menumt Sun Tzu dalam bukunya Art of War

(Triguno, 1997: 50), bahwa segala macam kebijaksanaan itu tidak mempunyai

arti kalau tidak didukung oleh disiplin para pelaksananya.

Disiplin mulai dari diri sendiri pribadi antara lain harus jujur pada

dirinya sendiri, tidak boleh menunda-nunda tugas dan kewajibannya dan

memberikan yang terbaik bagi organisasinya.



dimaksud dalam UUPA dari Pasal 23,32,38 ayat (1) bahwa hak milik, hak

guna usaha dan hak guna bangunan demikian pula peralihan, hapusnya hak

dan pembebanannya harus didaftarkan menurut ketentuan pasal 19 UUPA.

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan secara efektif akan memungkinkan

pihak yang berkepentingan dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang

dipunyai dan mengetahui sesuatu hak atas tanah kepunyaan pihak lain (Hasan

Wargakusumah, 1992 : 37).

Apabila hal tersebut dilaksanakan, maka pendaftaran tanah akan

berjalan dengan lancar dan baik, sebab Pasal 19 UUPA ayat (1) untuk

menjamin kepastian hukum pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di

selumh wilayah Republik Indonesia menumt ketentuan-ketentuan yang diatur

dengan Peraturan Pemerintah, dan pemegang hak atas tanah berkewajiban

untuk mendaftarkan tanahnya.

Kota Sawahlunto yang mempunyai kedudukan strategis, karena :

1. Sebagai pintu gerbang arus lalu lintas atau transportasi yang melalui jalan

raya lintas Sumatera, sehingga banyak terdapat perubahan penggunanan

tanahnya dari tanah pertanian ke tanah non pertanian yang mengakibatkan

harga tanah akan naik disebabkan letak tanah yang strategis, dan juga

menimbulkan minat dari masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya pada

kantor pertanahan.

2. Sebagai daerah yang mempunyai hukum adat yang kuat, artinya hukum



izin dari kepala adat dan golongan masyarakat adat itu sendiri yang disebut

dengan mamak kepala waris.

3. Sebagai daerah pertambangan batu bara, yaitu banyaknya tanah-tanah yang

dikuasai oleh negara untuk pertambangan batu bara baik untuk tambang

dalam dan tambang terbuka juga untuk area pemukiman untuk pegawai dari

tambang tersebut.

Pelayanan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kota

Sawahlunto dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor extern. Faktor intern

terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pemanfaatan

teknologi. Sedangkan faktor extern terdiri dari kurangnya kesadaran hukum

masyarakat atas hak dan kerwajibarmya, ketergantungan pada instansi lain

( peranan Kepala Desa dan Kerapatan Adat Nagari), kurangnya alat bukti dari

masyarkat, dan sulitnya pengumpulan para tetangga pada waktu penetapan

batas dalam pengukuran.

Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto sebagai kantor pelayanan

masyarakat di bidang pertanahan di Kota Sawahlunto akan berbeda dengan

kantor-kantor pertanahan lain mengingat Kantor Pertanahan tersebut dengan

sumberdaya manusia terbatas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang

terbatas serta banyak dipengaruhi oleh hal-hal tersebut diatas akan

berpengamh terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan

nelavanan nensertinikatan tanah



PELAYANAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR

PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO ".

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Kota Sawahlunto mempunyai

kedudukan strategis dan juga termasuk kantor pertanahan mempunyai

keterbatasan dalam jumlah pegawai, sumber daya manusia dan terbatasnya

sarana dan prasarana, maka dalam permasalahan ini penuiis mmuskan dalam

pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengamhi pelayanan pensertipikatan tanah di

Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto ?

2. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto untuk

menangulangi faktor-faktor yang mempengamhi pelayanan

pensertipikatan tanah ?

C Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dana dan pengetahuan dalam

penelitian maka penyusun membatasi pokok permasalahan sehingga tulisan ini

akan menjadi lebih terarah, jelas, dan dapat dengan mudah dimengerti.

Dalam penelitian ini penuiis membatasi masalah yaitu hanya

membahas mengenai faktor-faktor intern yang mempengamhi pelayanan

pensertipikatan tanah dari konversi bekas hak adat menjadi hak milik dalam

_ _ _*_ j _ A_i 1 r\r\c» : j j__i ^aai t^:_jui. i_



D.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor yang mempengamhi pelayanan pensertipikatan tanah di

Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto tahun 1998 sampai tahun 2001

2. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto untuk

menangulangi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pensertipikatan

tanah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penuiis dengan harapan agar dapat

memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu dalam bidang pendaftaran

tanah, kususnya yang berkaitan dengan pensertipikatan tanah.

2. Manfaat praktis adalah agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai

bahan informasi bagi studi serupa,dalam lingkup yang lebih luas.

3. Agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangsih kepada

pihak-pihak yang memerlukan, Badan Pertanahan Nasional pada umumnya

dan Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto pada khususnya serta masyarakat

luas yang memerlukannya.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN • -

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisa yang dilakukan dapat

disimpulkan bahwa :

1. Dengan jumlah pegawai yang terbanyak pada seksi pengukuran dan

pendaftaran tanah, dan fisik yang sesuai yaitu dengan semua berjenis

kelamin laki-laki, pangkat dan golongan yang tinggi, tingkat disiplin yang

tinggi, sarana yang cukup memadai serta pemanfaatan teknologi yang

tinggi, semuanya meningkatkan produksi sertipikat pada Kantor

Pertanahan Kota Sawahlunto, tetapi kalau dilihat pada halaman 46 masih

terdapat tunggakan pekerjaan yang belum dapat diselesaikan, hal ini

disebabkan oleh :

a. Sarana dan prasarana yang cukup memadai 77,14 % tetapi belum

maksimal 100 %.

b. Pemanfaatan teknologi yang baru82,142 % danbelum maksimal 100 %

seperti penggunaan komputer dan alat ukur.

c. Sumber daya manusia yang masih kurang dalam pemanfaatan sarana

dan prasarana serta penggunaan teknologi (komputer dan alat ukur) dan
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d. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti manfaat

pendaftaran tanah dan manfaat dan sertipikat karena keterbatasan

pengetahuan masyarakat tersebut dalam kegunaan sertipikat tersebut.

e. Peranan dari KAN yang sedikit sekali berkonsultasi dengan Kantor

Pertanahan Kota Sawahlunto.

f Masih banyaknya urusan kepala desa sehingga sedikit sekali

berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto.

2. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto

dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan pemanfaatan secara

maksimal sarana dan prasaran yang ada, dan memberikan pekerjaan yang

rangkap kepada pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan(secara

interen) dan bekerja sama dengan KAN dan kepala desa untuk melakukan

penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dari

pendaftaran tanah dan kegunaan dan sertipikat.

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penuiis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat volume pekerjaan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota

Sawahlunto maka perlu dibuat suatu sistem komputerisasi yang terpadu

pada seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, agar tugas dalam

™0™i-,^i-cin npkvatinti kerada masvarakat daDat dilaksanakan dengan
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Pertanahan Kota Sawahlunto benar-benar memberikan pelayanan yang

prima.

2. Untuk mengisi kekurang tenaga yang ada, maka ditambah dengan tenaga-

tenaga yang baru, baik pegawai yang baru maupun pegawai yang

dipindahkan ke Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto sekitar 2 sampai 4

orang yang sudah menguasai dibidang teknis dan mempunyai moral yang

baik sebab dengan peambahan secara kuantitas saja tidak cukup tanpa

meningkatkan kualitas dari aparat tersebut, atau memberikan pekerjaan

pengukuran kepada pihak swasta dalam hal ini adalah surveyor berlisensi.

3. Supaya pemberian pelayanan bisa lebih baik, maka Kantor Pertanahan

Kota Sawahlunto perlu penambahan sarana dan prasarana seperti

komputer, alat ukur agar pekerjaan dapat dikerjakan lebih cepat dan data

yang dihasilkan lebih akurat.

4. Dengan meningkatkan kerja sama dengan KAN dan kepala desa dalam

melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan

membentuk kelompok masyarakat sadar dan tertib pertanahan.

5. Setelah semua faktor-faktor tersebut dapat diatasi untuk masa yang akan

datang atau kedepannya diharapkan pelayanan yang diberikan oleh Kantor

Pertanahan Kota Sawahlunto lebih baik mengingat tanah-tanah yang akan

didaftarkan jauh lebih banyak lagi, dari pada tanah-tanah yang sudah

terdaftarkan yaitu sekitar 20-25 % dari bidang tanah yang ada di Kota
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